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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
Mengetahui Bagaimanakah tanggung jawab ganti
kerugian akibat melaksanakan kegiatan di
pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Bagaimanakah kewajiban badan usaha pelabuhan
dalam melaksanakan kegiatan penyediaan atau
pelayanan jasa kepelabuhanan menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran. Dengan menggunakan metode
penelitian normatif, disimpulkan 1. Tanggung
jawab ganti kerugian akibat melaksanakan
kegiatan di pelabuhan menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,
dilaksanakan baik oleh orang perseorangan
warga negara Indonesia dan/atau badan usaha
yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian
atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau
fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh
kegiatannya. 2. Kewajiban badan usaha
pelabuhan dalam  melaksanakan kegiatan
penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan,
menunjukkan badan usaha pelabuhan
bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna
jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan
dalam pengoperasian pelabuhan.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana untuk
memperlancar roda perekonomian,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,
dalam rangka ~memantapkan perwujudan
Wawasan Nusantara, meningkatkan serta
mendukung pertahanan dan keamanan negara,
yang selanjutnya dapat mempererat hubungan
antarbangsa.
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Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada
penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua
aspek kehidupan bangsa dan negara serta
semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan
bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri
serta ke dan dari luar negeri.®

Transportasi juga berperan sebagai
penunjang, pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah yang memiliki potensi
sumber daya alam yang besar tetapi belum
berkembang, dalam upaya peningkatan dan
pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Angkutan  laut yang  mempunyai
karakteristik pengangkutan secara nasional dan
menjangkau seluruh wilayah melalui perairan
perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan
peranannya sebagai penghubung antarwilayah,
baik nasional maupun internasional termasuk
lintas batas.

Indonesia merupakan negara kepulauan
yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan dan
terletak pada posisi strategis, pelabuhan menjadi
sarana penting untuk menghubungkan antar
pulau maupun antar negara dan pengembangan
perekonomian wilayah. Pada dasarnya pelayanan
yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayanan
terhadap kapal, barang, dan penumpang.®

Peran penting dan strategis suatu
pelabuhan dalam aktivitasnya sangat besar
disumbangkan bagi pertumbuhan industri,
ekonomi dan perdagangan serta merupakan
bidang usaha yang memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi nasional. Hal ini
membawa konsekuensi terhadap pengelolaan
bidang usaha pelabuhan agar pengoperasiannya
dapat dilakukan secara efektif, efisien dan
profesional sehingga pelayanan pelabuhan
menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya
yang terjangkau. Pelayanan yang diberikan oleh
pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan
terhadap muatan yaitu barang dan penumpang.
Barang yang diangkut dengan kapal akan
dibongkar dan dipindahkan ke moda lain seperti
moda transportasi darat, misalnya ke truk atau
kereta api). Sebaliknya barang yang diangkut
dengan truk atau kereta api ke pelabuhan
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bongkar akan dimuat lagi ke kapal. Oleh sebab itu
berbagai kepentingan saling bertemu di
pelabuhan seperti perbankan, perusahaan
pelayaran, bea cukai, imigrasi, karantina,
syahbandar dan pusat kegiatan lainnya.
Berdasarkan hal-hal ini, maka dapat dikatakan
bahwa pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur
transportasi, dapat membangkitkan kegiatan
perekonomian suatu wilayah karena merupakan
bagian dari mata rantai dari sistem transportasi
maupun logistik.”

Kualitas pelabuhan Indonesia berada di
peringkat 96 dunia, sementara kualitas
pelabuhan Singapura dan Malaysia masing-
masing berada di peringkat 2 (dua) dan 19
(sembilanbelas) dunia. Kualitas ini dinilai dari
durasi dwelling time di Indonesia pada akhir 2015
yang membutuhkan waktu selama 5-6 hari,
sedangkan di Malaysia kurang dari 4 (empat) hari
dan di Singapura hanya kurang dari 2 (dua) hari.?

Kenyatan yang ada, harus diakui bahwa
memang pelabuhan- pelabuhan yang ada di
Indonesia masih belum dikelola dengan baik. Hal
tersebut dapat terlihat pada perkembangan
dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai
menunjukkan  kemajuan, terbukti dengan
ditandainya banyaknya perusahaan industri yang
percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.®

Tanggung jawab ganti kerugian akibat
melaksanakan kegiatan di pelabuhan menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran perlu dilakukan oleh  orang
perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha ganti kerugian dilakukan apabila
terjadi kerusakan pada bangunan dan/atau
fasilitas pelabuhan vyang diakibatkan oleh
kegiatannya. Kewajiban badan usaha pelabuhan
dalam melaksanakan kegiatan penyediaan atau
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pelayanan jasa kepelabuhanan perlu untuk
dipahami agar diketahui bagaimana perlaksanaan
kewajiban badan usaha dalam melaksanakan
kegiatan di pelabuhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab ganti
kerugian akibat melaksanakan kegiatan di
pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

2. Bagaimanakah kewajiban badan usaha
pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan
penyediaan atau pelayanan jasa
kepelabuhanan menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode
penelitian normatif yang merupakan prosedur
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya.'®Pendekatan  yang  digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach).* Penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum normatif atau penelitian  hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).’> Metode penelitian
normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal
(doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang
menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam
buku (law as it is written in the book), maupun
hukum yang diputuskan oleh hakim melalui
proses pengadilan (law it is decided by the judge
through judicial process).*?
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Setiap usaha pasti memiliki resiko dan
tanggung jawab dalam pelaksanaannya, begitu
pula dengan usaha bongkar muat barang
angkutan laut yang memiliki resiko yang tinggi
dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam praktek
di lapangan kerusakan barang dalam proses
bongkar muat barang masih sering terjadi dan
menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Pemilik
barang yang tidak mau terima dengan kejadian
tersebut melakukan claim dan meminta ganti
kerugian atas kerusakan barang-barang
tersebut.'® Sejak adanya Undang-undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran hingga saat ini
permasalahan mengenai penyelenggaraan
kegiatan angkutan laut terutama dalam kegiataan
usaha jasa bongkar muat barang selalu saja
terjadi ketidakharmonisan antara berbagai pihak
yang terkait di pelabuhan, diantaranya vyaitu
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
(APBMI), Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), PT.
Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan
Badan Usaha Milik Negara selaku pengelola
sebagian besar terminal-terminal di pelabuhan di
Indonesia, serta pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perhubungan.®®

Bentuk dari permasalahan yang terjadi
diantaranya terkait dengan masalah perizinan
usaha, tanggung jawab bongkar muat barang,
besaran upah buruh, diantara para pelaku usaha
tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diteliti
karena kegiatan usaha jasa bongkar muat adalah
jenis usaha jasa di pelabuhan yang sangat vital
bagi kelancaran distribusi barang.'®

Pertanggungjawaban dalam
pengangkutan laut yang mengenai bongkar muat
barang merupakan hal yang sangat penting serta
berhubungan erat dengan hak dan kewajiban
para pihak. Hal ini harus diperhatikan karena
apapun kesalahan atau kelalaian serta bentuk
wanprestasi lainnya dapat diselesaikan dengan
berdasarkan aturan-aturan yang ada. Oleh sebab
itu dibutuhkan aturan tersendiri mengenai
pengangkutan laut ini, baik yang diatur oleh
dunia internasional maupun aturan nasional.'’

Salah satu perselisihan yang sering timbul
dalam pengangkutan laut adalah adanya
kerusakan barang yang menimbulkan hak

14 Kamsariaty, Rusdi Bahar dan Muhammad Yusuf,
Op. Cit. him. 3.

15 Jpid.him. 3.

16 |pid.him. 3-4.

17 Ibid.him. 4.

tuntutan ganti rugi dari pemilik barang kepada
pengangkut. Timbulnya claim-claim dari pemilik
barang berupa kerusakan barang, penting di
perhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam
proses pengangkutan untuk dapat menentukan
pihak mana yang benar-benar bertanggung jawab
terhadap tuntutan ganti rugi atas kerusakan
barang tersebut.!®

Pertanggungjawaban yang tertuang
dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366
KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan
artinya seseorang tersebut harus bersalah
(liability based on fault). Asas
pertanggungjawaban secara kesalahan (fault)
didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada
pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur
kesalahan dalam ilmu hukum disebut Tortious
Liability atau Liability Based on Fault.*®

Selanjutnya pihak yang berkewajiban
untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut
adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan
kata lain beban pembuktian ada pada pihak
penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal
1865 KUHPerdata “setiap orang yang mendalilkan
bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah
suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut.”?

Selain prinsip liability based on fault yang
terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata
adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan
pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu
contractual liability yang termaktub dalam Pasal
1243 KUHPerdata sebagai berikut : “Penggantian
biaya, kerugian dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,
bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,
tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau
jika sesuatu vyang harus diberikan atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukannya dalam waktu yang melampaui
waktu yang telah ditentukan.”?

Pasal 1367 KUHPerdata ayat (3) diatas
tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan
kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana
pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri

18 Ipid.
19 Ibid.
20 Ipid.
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baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun
hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan
Pasal 160la KUHPerdata tentang persetujuan
perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal
1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan
oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang
diberikan  pada  bawahan namun ada
hubungannya dengan tugas bawahan tersebut
sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan
dalam hubungan dimana bawahan tersebut
digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut
teori organ yang menjelaskan bahwa badan
hukum dapat dimintai pertanggungjawaban
secara perdata berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata apabila organnya melakukan
perbuatan melawan hukum.??

B. KEWAJIBAN BADAN USAHA PELABUHAN
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENYEDIAAN ATAU PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN

Undang-Undang Nomor Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

mengatur mengenai kewajiban badan usaha

pelabuhan dalam  melaksanakan kegiatan
penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 101 ayat:

(1) Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab
terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak
ketiga lainnya karena kesalahan dalam
pengoperasian pelabuhan.

(2) Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Kegiatan perdagangan baik dalam lingkup
dalam negeri maupun luar negeri (International)
banyak menggunakan pengangkutan vyang
dilakukan  melalui  jalur laut.  Kegiatan
perdagangan melalui jalur laut, banyak risiko
yang dihadapi para pihak, baik oleh pengangkut
sebagai pengusaha perkapalan, pemilik dan/atau
pengirim barang muatan, penumpang, nokhoda
dan anak buah kapal (ABK), dan pihak-pihak
lainnya.®

22/pid. him. 217 (Lihat Moegni Djojodirdjo,
Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
1982, him. 128-129).

23Marnia Rani. Asuransi Tanggung Gugat Kapal
Terhadap Risiko Dan Evenemen Dalam Kegiatan Pelayaran
Perdagangan Melalui Jalur Laut. Jurnal Selat, Mei Vol. 3 No.
2 Edisi 6. 2017. him. 425.

Risiko di laut bisa terjadi dalam bentuk
apapun dan dimanapun, contohnya kapal
tenggelam karena tubrukan, cuaca buruk di laut,
barang muatan membusuk, rusak, hilang atau
dicuri, atau peristiwaperistiwa lain yang
menyebabkan kegiatan perdagangan yang
dibawa oleh kapal menjadi berjalan tidak lancar
dan mengakibatkan kerugian/kehilangan
keuntungan bagi semua pihak.?

Untuk melindungi para pihak dalam
kegiatan dagang melalui jalur laut dari berbagai
kemungkinan peristiwa yang dapat
merugikan/mengakibatkan kehilangan
keuntungan, perlu adanya suatu mekanisme
ataupun sarana untuk mengalihkan risiko
kerugian para pihak dari rusaknya/hilangnya
barang atau cacat raga/hilangnya nyawa
seseorang yang timbul akibat pengoperasian
kapal dagang di laut.”

Sarana pengalihan risiko itu melalui
asuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan
bukan bank yang menjalankan kegiatan di bidang
jasa keuangan yang secara langsung atau tidak
langsung menghimpun dana dari masyarakat
dengan menerbitkan surat berharga. Asuransi
sebagai salah satu lembaga keuangan bukan
bank, berperan sangat penting bagi masyarakat
yang mempunyai  kepentingan  terhadap
perlindungan bagi harta kekayaan yang menjadi
miliknya maupun jiwa dan raganya. Perlindungan
itu berupa pengalihan kerugian bila terjadi risiko
ataupun peristiwa yang tidak pasti diderita oleh
pemilik harta bila itu asuransi kerugian, dan cacat
raga ataupun kehilangan nyawa bila berupa
asuransi jumlah.?®

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam
kegiatan pelayaran perdagangan melalui laut
adalah para pekerja kapal seperti nakhoda dan
Anak Buak Kapal (ABK), perusahaan dibidang
pelayaran perdagangan seperti perusahaan
pengangkutan (kapal), penumpang, pemilik
barang muatan, pengirim barang, pihak
pelabuhan dalam hal menjaga sarana prasarana
pengangkutan, bahkan negara sebagai pemilik
wilayah perairan (laut) berkepentingan untuk
menjaga laut dari pencemaran yang bersumber
dari kapal. Pihak-pihak sebagaimana tersebut di
atas, menghadapi berbagai risiko

24 |bid. him. 425-426.
25 |bid. him. 426.
26 Ibid.



bahaya/evenemen dalam melakukan kegiatan
pelayaran perdagangan melewati jalur laut.
Risiko itu misalnya, kecelakaan kapal, rusak atau
hilangnya barang muatan, terdampar atau
karamnya kapal, tubrukan kapal, dan risiko
pencemaran laut oleh kapal. Untuk mengatasi
risiko bahaya dan evenemen yang terjadi dalam
pelayaran perdagangan melalui jalur laut,
sebagaimana vyang telah dijelaskan di atas,
asuransi menjadi sarana pengalihan risiko apabila
menderita kerugian secara finansial yang
menyebabkan kehilangan keuntungan bagi para
pelaku perdagangan yang dilakukan melalui jalur

laut.?’

Hal paling mendasar dari
penyelenggaraan usaha perasuransian adalah
pengalihan risiko kerugian akibat

bahaya/evenemen yang membuat tertanggung
menderita kerugian baik kehilangan keuntungan,
cacat jiwa ataupun kematian. Dengan adanya
pengalihan risiko ini, maka kerugian yang timbul
dari adanya bahaya/evenemen terhadap objek
yang diasuransikan, menjadi beban Penanggung
(perusahaan asuransi). Beban Penanggung adalah
dengan membayar ganti kerugian kepada
Tertanggung (pemegang polis) yang besarnya
sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam
perjanjian asuransi yang telah dibuat. Terkait
dengan kegiatan asuransi untuk mengalihkan
segala risiko bahasa/evenemen dalam kegiatan
pelayaran perdagangan melalui jalur laut atau
dikenal dengan asuransi laut. Asuransi laut
diperlukan dalam rangka menjaga keselamatan
para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan
pelayaran perdagangan melalui laut.?®
Pengaturan asuransi laut diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Selain mengacu pada KUHD, kegiatan
perasuransian secara umum terikat pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian juga karena dasar dilaksanakan
asuransi adalah tertuang dalam sebuah
perjanjian/kontrak, maka perjanjian asuransi
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa
perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-

27 Ibid.
28 |pid.

undang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.?®

Karena wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi
adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan
kepada debitur yang tidak memenuhi isi
perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan
debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur

dalam Buku Il KUH Perdata dari Pasal 1243

sampai Pasal 1252, sedangkan ganti Rugi karena

perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk
ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang
telah melakukan kesalahan yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain (Pasal 1365 KUH
Perdata). Ganti rugi perbuatan melawan hukum
timbul karena adanya kesalahan, bukan karena
adanya perjanjian. Untuk Pasal 1365 KUH Perdata
sebagian Sarjana Hukum menganggapnya sebagai
pasal keranjang sampah karena apabila tidak
menemukan ketentuan hukum vyang dapat
digunakan sebagai dasar menuntut hak, maka
Penggugat akan menggunakan Pasal 1365 KUH
Perdata tersebut.3°
Sebagaimana telah dirumuskan di dalam

Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijaksanaan

Kelancaran Arus Barang untuk menunjang

kegiatan ekonomi berikut peraturan

pelaksanannya, maka tanggung jawab
pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran
barang angkutan dari dan ke kapal tidak lagi
menjadi beban pihak perusahaan pelayaran

(pengangkut), melainkan dilimpahkan kepada

Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM). Dengan

demikian batas tanggung jawab PBM dalam

menyelenggarakan kegiatannya antara lain
meliputi:

a. Tercapainya kelancaran dan keselamatan
kegiatan bongkar muat barang angkutan,
berikut penyerahan barang dan penerimaan
barang angkutan.

b. Terjaminnya keselamatan kerja dari para
tenaga kerja PBM selama melaksanakan
kegiatan bongkar muat baran angkutan.

c. Tersedianya peralatan dan perlengkapan
untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat
barang angkutan yang memadai.

d. Terselesaikannya kewajiban PBM terhadap
Perum Pelabuhan.

2 bid.
30 Jpid.



e. Terjaminnya kebenaran dari isi laporan
kegiatan bongkat muat barang angkutan.?!

Kegiatan bongkar muat diselenggarakan
oleh perusahaan yang didirikan khusus untuk
kegiatan tersebut terlepas dari Perusahaan
Pelayaran dan Pemilik Barang, sehingga
Perusahaan Bongkar Muat (PBM) merupakan
usaha penunjang angkutan laut yang berfungsi
sebagai:

1. Pelaksana kegiatan bongkar muat barang
sebagai kegiatan utama di pelabuhan.

2. Salah satu mata rantai transportasi yang
bertanggung jawab memperlancarkan dan
meningkatkan efisiensi kegiatan di
pelabuhan.?

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad), yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan  kerugian  itu, menggantikan
kerugian tersebut”**Perbuatan yang berakibat
kerugian terhadap pribadi orang lain dapat
dikategorikan sebagai melawan hukum.3*

Tanggungjawab dalam konteks perbuatan
melawan hukum bukan hanya atau tidak hanya
diartikan sebagai sebuah bentuk ganti rugi yang
berkonotasi dengan  kepentingan  pribadi,
melainkan harus dimaknai sebagai sebuah
konsekuensi hukum dalam penegakan hukum
yang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat.®

c. Adanya kesalahan dari pelaku:

Tanggung  jawab  perdata dalam
terminologi perbuatan melawan hukum berasal
dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan
pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan
apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan
suatu pertanggungjawaban secara hukum atas
perbuatannya tersebut. Indonesia menganut
prinsip ini dan termaktub dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tentang
perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad).®

31 Jpid. him. 10.

32 |pid. him. 11-12.

33 Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti. Op.
Cit.hIm. 229.

34 |pid. him. 230.

35 |bid. him. 230-231.

36/pid. him. 231 (Lihat Endang Saefullah
Wiradipraja, 1996, Tanggung jawab Pengangkut dalam
Hukum Udara, Balai Pustaka, Jakarta, h. 9).

Kesalahan diartikan sebagai suatu
perbuatan vyang dilakukan baik itu karena
kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga
tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak
hanya secara moral (moral liability) melainkan
secara hukum pula (legal liability).’

Perbuatan melawan hukum karena
didasarkan pertanggungjawaban untuk
terpenuhinya salah  satu unsurnya yang
merupakan unsur kesalahan, dalam hukum
modern, pertanggungjawaban terhadap aktivitas
yang disinyalir termasuk akitivitas berbahaya
ditentukan sesuai dengan kerangka umum dari
sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan
adanya delik. Hal ini berarti terdapat suatu
keharusan untuk menunjukkan benar-benar
terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas
tersebut.®

Tanggung jawab hukum dalam hukum
perdata berupa tanggung jawab seseorang
terhadap perbuatan yang melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum memiliki ruang
lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan
perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum
tidak hanya mencakup perbuatan vyang
bertentangan dengan undang-undang pidana
saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut
bertentangan dengan undang-undang lainnya
dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum
yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-
undangan dari perbuatan melawan hukum
bertujuan untuk melindungi dan memberikan
ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.*

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi,
yaitu ganti rugi karena wanprestasi dang anti rugi
karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi
karena wanprestasi diatur dalam Buku |l
KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1243
KUHPerdata s/d Pasal 1252 KUHPerdata,

37 Ibid. hlm, 231 (Lihat Endang Saefullah
Wiradipradja, 2008, Hukum Transportasi Udara: dari
Warsawa 1929 ke Monteral 1999, Kiblat Utama, Bandung, h.
172).

38 |bid. hlm. 231 (Lihat Loura Hardjaloka,
“Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle
Sebagai “lus Cogen” dalam Kasus Gunung Mandalawangi,
Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004”, Agustus 2012,
Volume 5, No. 2, Jurnal Yudisial, h. 137).

39/pid. hlm. 231 (Lihat Komariah, 20013, Hukum
Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h.
12).



sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan
hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.*

Sebagai bentuk adanya kepastian hukum,
maka tanggung jawab ganti kerugian akibat
melaksanakan kegiatan di pelabuhan menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran wajib dilaksanakan dan diperlukan
adanya kewajiban badan usaha pelabuhan untuk
melaksanakan  kegiatan  penyediaan  atau
pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk
melaksanakan tanggung jawab terhadap kerugian
pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena
kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan. Oleh
karena itu pengguna jasa pelabuhan atau pihak
ketiga berhak mengajukan tuntutan ganti
kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab ganti kerugian akibat
melaksanakan kegiatan di pelabuhan menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran, dilaksanakan baik oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia
dan/atau badan usaha yang melaksanakan
kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian atas setiap
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas
pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

2. Kewajiban badan usaha pelabuhan dalam
melaksanakan kegiatan penyediaan atau
pelayanan jasa kepelabuhanan, menunjukkan
badan usaha pelabuhan bertanggung jawab
terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak
ketiga lainnya karena kesalahan dalam
pengoperasian pelabuhan. Oleh karena itu
pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga
berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian.

B. Saran

1. Berkaitan dengan tanggung jawab ganti
kerugian akibat melaksanakan kegiatan di
pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, perlu
diperhatikan  bahwa pemilik  dan/atau
operator kapal bertanggung jawab untuk
mengganti kerugian atas setiap kerusakan
pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan
yang diakibatkan oleh kapal dan untuk
menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas

40 Jbid. him. 933.

ganti kerugian, maka pemilik dan/atau
operator kapal yang melaksanakan kegiatan di
pelabuhan wajib memberikan jaminan.

2. Bentuk pertanggungjawaban badan usaha
pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan
penyediaan atau pelayanan jasa
kepelabuhanan merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan terhadap kerugian yang
dialami oleh pengguna jasa atau pihak ketiga
lainnya karena kesalahan dalam
pengoperasian pelabuhan. Hal dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum adanya
bentuk pertanggungjawaban badan usaha
pelabuhan untuk memberikan ganti kerugian
apabila terjadi kesalahan dalam
pengoperasian pelabuhan.
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